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TENTANG

PEMBENTUKAN TWl KOORDINASI STRATEGIS

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI K]NERJA ANGGAT-{N (KRISNA)

DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan anlanat Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Pengangaran Pembangunan
Nasional serta Nota Kesepahaman Bersama afltara Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
tentang Integrasi Sistem Perencanaafl, Penganggaran dan
Pengendalian, perlu dilakukan kegiatan pengembangan

sistem informasi Kolaborasi Petencanaan dan Informasi
Kinerja Anggaran (KRISNA) dalam Rangka Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggar an;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan seb'agaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis

Pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam Rangka

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;

c. bahwa pejabat dan pegawar yang nafianya tercantum dalam

l.amptran Keputusan ini diangap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

angqota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem

Informasi KRISNA dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan

dan Penganggaran;

1. Undang-UndanS Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (l€mbaran Negara
Mer.rgingat

Republik .



Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEAiIBENTUKAN T]M KOORDINASI

STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTE"M INFORMASI KOLABORASI

PERXNCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN (KRISNA)

DAI,AM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem

Informasi KRISNA dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan

Penganggar an ...

PERI'AMA

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 28 Talnlu'n 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
2O8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6827);

3. Petatllran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cata Pelakanaan Atggaran Pendap'dt'dn dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah denSan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan Prcsiden Nomor 67 Tahun 2Ol9 tenlanq Penalaan
Ttrgas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahtrn 2019-2024;

5- Peratl;ran Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementcrian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presrden Nomor 32 Tahun 2021;

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahrn 2027 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

7- Peratl$all Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Petaturan Menteri Perencanaan Pembangtnan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan.,

Pelaporan, Pemantauan dan F,valuasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Peraturan Menteri Petencanaan Pembangtnan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pemban1nnan Nasional

' Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan TaIa Keria
Kementeriall Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:



KXDUA

KETIGA

KLEl4r'A1'

KELIMA

KXENAM

KXTUJUH

Penganggaran untuk selanjutnya disebut Tim Kostra
Pengembangan KRISNA, dengan susunan keanggotaan
sebagatmana tercantum d,alam Lampiran Keputusan ini.

Tim Kostra Pengembangan KRISNA terdiri atas Tim Pengarah,
Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Ten^ga Pendukung.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan,
mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi
saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Ja\Mab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan
dan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan hasilnya
kepada Ketua Tim Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. men),usun jadwal dan rencana kegiatan Tim Kostra
Pengembangan KRISNA;

b. melakukan pengumpulan, pengolaha\ dan peny'usunan

bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan d,^lam rangk^
pelaksanaan koordinasi strategis pengembanSan Sistem

Informasi KRISNA dalam rangka sinkronisasi perencanaan d,an

penganqgafa'n;

c. melaksanakan koordinasi strategis dengan berbagai pemangku
kepentingan pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam
rangka sinkronisasr perencanaan dan pengarggaran; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim
Pengarah melalui Penanggung Jawab.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam
pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariat^n dan tugas lain yang

diberikan oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas

Tim Kostra PKPP dibebankan pada Anggaran Pendapatat dan
Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun
ktggaran 2023.

KEDELAPAN : ..

-J-
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KXDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetlpkan dan berlaku surut
scjak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/
KI,PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

rtd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

/1{6--'/ z=-
RR. Rita Erawati



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.s 4 / M.PPN /rIK/ 04 / 2023
TANGGAL 3 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEG]S PENGF,MBANGAN SISTEM INFORMASI KRISNA

DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCAN,{{N DAN PENGANGGARAN

A, TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama
Bappenas.

1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
M4syarakat, dan Kebrtdayaan,
Kementerian PPN / Bappenas.

2. Deputr Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

4. Deputi Bidang PenTafitauan, Evaluasi, dan
Pengendahan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pefiahanan, dan Keamanan Kementerian
PPN/Bappenas.

6. Deputi Btdang Kependudukan dan

Ketenagake4aan, Kementerian
PPN/Bappenas.

7. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas.

8. Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangwan,
Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM



C. TIM PELAKSANA

Ketua

Anggota

Direktur Alokasi Pendanaan Pembang,l'nan,

Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN / Bappenas.

2. Direktur Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi,, dan Pengendalian
Pembanganan., Kementerian
PPN/Bappenas.

3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian
Penlrusunan Perencanaan Pembangttnan,
Kementerian PPN/Bappenas.

4. Kepala Biro Pere canaan, Organisasi, dan
T ata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Kepala Pusat D^ta dan Informasi
Perencanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

6. Direktur Sistem Penganggaran,
Kementerian Keuangan.

7. Direktur Dana Transfer Khusus,

Kementerian Keuaflgan.

8. Anantyo Wahy.r Nugroho, SE, M.Acc.Ak.,
Kementerian PPN / B appenas.

L Rrna Asriyani, SE, M.Sc., Kementedan

PPN/Bappenas.

10. Firman Edison, S.Sos., ME., Kementerian
PPN/Bappenas.

1 1. Wulandari, SE, Ak, MPP., Kementerian
PPN/Bappenas.

12. Wisnu Hendrianto, ST, MPPM,
Kementerian PPN/Bappen4s.

13. Tri Wibowo, SE, Kementerian

PPN/Bappenas.

14. Eka Riski Ningtyas, SE, MSE, Kemellterian
PPN/Bappenas.

15. Eko Agung Wibowo, SE, MSP, Kementerian

PPN/Bappenas.

16. Mohamad ..
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D. TENAGA PENDUKUNG

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

z:>

16. Mohamad Ridho Hasanudin, S.Pd.,

Kementeri.an PPN/Bappcnas.

17. Lydwrna Adhisty, ST, Kementerian

PPN,/Bappenas.

18. Mely Chinthya Devi, SH., MGA.,
Kementerian PPN/Bappenas.

19. Hendro Tri Utomo, S.Kom, Kementerian
PPN/Bappenas.

20. Hasna Khaerunisa, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas.

21. Annisa Chyntia Yusup, S.Stat.,

Kementerian PPN / Bappenas.

22. Cindy Chelia, S.Mat., Kementerian
PPN/Bappenas.

23. Afina Azizah, S.Si., Kementerian

PPN/Bappenas.

24. Nfuwana f^tuia lbidayati, S-Mat,

Kementerian PPN/Bappenas.

25. Vivi Nur Utami, S.Si, Kementerian

PPN/Bappenas.

1. Istiyono,Kementeri4fl PPN/Bappenas.

2. Muhammad lajar Wibisana, S.Si.,

Kementerian PPN/Bappenas.

3. Nabilah Zuhairah, S.Si., Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Mhd. Reza Fahlelry, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Febiola Boang Manalu, A.Md.Kb.N.,

Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PEBJNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RR. Rita Erawati


